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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena produk
olahan tradisional yang bermacam-macam variasi seperti halnya
produk olahan rumahan yaitu kue pukis yang ada di Desa Nglutung
Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, dimana produk pukis
ini biasa diproduksi baik dari pembuatan yang mudah serta bahan-
bahan yang terjangkau untuk ditemukan dan diolah, namun berbeda
dalam home industri yang ada di Desa Nglutung Kecamatan Sendang
Kabupaten Tulungagung, diolah dan menghasilkan nilai jual dengan
berbagai rasa dan toping. Dan dengan adanya undang-undang nomor
33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menjamin produk
yang beredar dimasyarakat aman atas keraguan masyarakat dalam
mengkonsumsi produk olahan yang baru beredar di masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
Sistem Pencampuran Bahan Pukis Desa Nglutung Kecamatan
Sendang Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana Tinjauan UU
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap
Pencampuran Bahan Pukis Desa Nglutung Kecamatan Sendang
Kabupaten Tulungagung?; 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pencampuran Bahan Pukis Desa Nglutung Kecamatan
Sendang Kabupaten Tulungagung?.
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Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.
Teknik pengumpulan data digunakan berupa wawancara pihak yang
terlibat dalam pembuatan kue pukis tersebut. Teknik Analisa data
menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem campuran
bahan pukis pada usaha “Pukis Bikang Surabaya” desa Nglutung yaitu
dengan dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga manusia.
Bahan yang digunakan berasal dari bahan makanan nabati dan hewani
yang terjamin kehalalannya.; 2) Tinjauan UU No. 33 Tahun 2014
tentang jaminan produk halal terhadap sistem campuran bahan
pembuatan pukis yaitu, berdasarkan pasal 17 dan 20 Undang-Undang
No. 33 Tahun 2014 bahan yang digunakan dalam proses produksi,
pemilik usaha menggunakan beberapa bahan makan kemasan atau
instan yang terjamin kehalalannya dengan ditunjukkannya label halal
pada setiap kemasan, Mengenai sertifikasi halal berdasarkan pasal 4
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pemilik usaha sudah mengajukan
permohonan sertifikasi halal pada BPJPH akan tetapi belum ada
kelanjutan terkait hal tersebut.; 3) Tinjauan hukum islam terhadap
campuran bahan kue pukis pada usaha “Pukis Bikang Surabaya” desa
Nglutung vyaitu sudah dianggap halal karena bahan-bahan yang
digunakan dalam pembuatan kue pukis tidak berasal ataupun
mengandung sesuatu yang diharamkan oleh agama.
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This research is motivated by a phenomenon of traditional
processed products with various variations, such as home processed
products, namely pukis cakes in Nglutung Village, Sendang District,
Tulungagung Regency, where this pukis product is usually produced
from easy to make and ingredients that are affordable to find and
process, However, it is different in the home industry in Nglutung
Village, Sendang District, Tulungagung Regency, which is processed
and produces selling points with various flavors and toppings. And
with law number 33 of 2014 concerning halal product guarantees
which guarantees that products circulating in the community are safe
against public doubts about consuming processed products that have
just circulated in the community.

The formulation of the problem in this research is: 1) What is
the system for mixing pukis ingredients in Nglutung Village, Sendang
District, Tulungagung Regency?; 2) What is the review of Law
Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for Mixing
Pukis Ingredients in Nglutung Village, Sendang District, Tulungagung
Regency?; 3) What is the Islamic Law Review of Mixing Pukis
Ingredients in Nglutung Village, Sendang District, Tulungagung
Regency?
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In this research, empirical juridical methods are used. The data
collection technique used was interviews with parties involved in
making the pukis cake. Data analysis techniques use data reduction
methods, data presentation and conclusions.

The research results show that: : 1) The system for mixing
pukis ingredients in the "Pukis Bikang Surabaya" business in
Nglutung village is done manually using human power. The
ingredients used come from plant and animal food ingredients which
are guaranteed to be halal.; 2) Review of Law no. 33 of 2014
concerning halal product guarantees for the mixture system for
making pukis, namely, based on articles 17 and 20 of Law no. 33 of
2014 materials used in the production process, business owners use
several packaged or instant food ingredients which are guaranteed to
be halal by showing a halal label on each package. Regarding halal
certification based on article 4 of Law no. 33 of 2014, business owners
have submitted applications for halal certification to BPJPH, but there
has been no follow-up regarding this matter.; 3) Review of Islamic law
regarding the mixture of ingredients for pukis cakes at the "Pukis
Bikang Surabaya" business in Nglutung village, namely that it is
considered halal because the ingredients used in making pukis cakes
do not originate from or contain anything that is forbidden by religion.
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